
   

BUPATI GARUT 

  PROVINSI JAWA BARAT 

  PERATURAN BUPATI GARUT 

  NOMOR 139 TAHUN 2021 

  TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 12 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN                

DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah              
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Pemerintah Daerah telah menetapkan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa 

pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan materi, maka 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut             
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa 

Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14            

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                       

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6570);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah          
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah             
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                       

Nomor 226); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia             

Tahun 2016 Nomor 1037); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2017 Nomor 1971); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2020 Nomor 1035); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 718); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa                       
Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung 

penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2021 Nomor 149); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut              

Tahun 2016 Nomor 9); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                          
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2020 Nomor 7); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                          
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2021 Nomor 4); 

23. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                          
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139  
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan            
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 

24. Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                       

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut                     
Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 128 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kelima Peraturan Bupati Garut Nomor 73                
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah  

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 128); 

25. Peraturan Bupati Garut Nomor 137 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah                 

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 137); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA SETIAP DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 12) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan 

Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat 

kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk 

penanganan pandemi COVID-19 paling cepat bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai 

dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan 
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 

bulan kedua sampai dengan bulan kelima.  

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam 

sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai 

dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan 
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 

bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh. 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa, dengan rincian: 

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan 

juni; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai 

dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk 
bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk 

bulan kedua belas. 
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(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa   

berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap   

Desa, dengan rincian: 

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan ketujuh paling dan untuk penganan pandemi 

COVID-19 cepat bulan Januari; dan 

2.  kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan 

paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua 

sampai dengan bulan ketujuh; dan 

b.  tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap   

Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa    

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan 

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai 

dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan 
kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 

bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat 

akhir bulan November untuk bulan kedua belas. 

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9A 

(1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi              
COVID-19 dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 

penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 dan 

ayat (5) huruf a angka 1. 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi 

dan pengembangan sektor prioritas di Desa. 

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring    
pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil 

dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa 

melalui Badan Usaha Milik Desa. 

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa pengembangan Desa digital, Desa Wisata, usaha budi daya 
pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan 

perbaikan fasilitas kesehatan. 
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(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT 

Desa menjadi prioritas utama penggunaan Dana Desa. 

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemik    

COVID-19. 

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 2 - 11 - 2021 

 B U P A T I  G A R U T, 

       t t d 

     RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 2 - 11 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

    t t d 

               N U R D I N  Y A N A 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2021 NOMOR 139 

 

 

Mengetahui 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH, 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 
u.b. 
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